
   

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 188/153/Kept./403.013/2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJI USAHA KARAOKE  

DI KABUPATEN MAGETAN  

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Penghentian Penerbitan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan 

Hiburan Dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke                       

Di Kabupaten Magetan, dalam rangka verifikasi 

untuk pemenuhan kriteria atau syarat terhadap 

usaha karaoke, Bupati membentuk Tim Pengkaji 

Usaha Karaoke;  

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 

satu pintu di Kabupaten Magetan serta 

menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Usaha 

Karaoke Di Kabupaten Magetan; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2014 

Nomor 221); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang 

Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5311); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
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 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

  8. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha 

Karaoke (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1021); 

9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1235); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 

2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34); 

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 

Nomor 75); 

  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Penghentian Penerbitan Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan 

Hiburan dan Rekreasi Khusus Usaha Karaoke di 

Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2020 Nomor 13); 

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2020 Nomor 33); 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :   

KESATU : Membentuk Tim Pengkaji Usaha Karaoke Di Kabupaten 

Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas : 

a. memverifikasi atau menilai kepatuhan usaha 

karaoke dalam pemenuhan kriteria/syarat yang 

harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. mengkaji dan memberikan pertimbangan terkait 

dampak sosial budaya, kebersihan, ketertiban dan 

keamanan terhadap usaha karaoke;  

c. memberikan rekomendasi atas pengajuan baru  atau 

perpanjangan terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata 

Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan 

dan Rekreasi  Khusus Usaha Karaoke berdasarkan 

verifikasi atau penilaian dan hasil kajian; dan 

d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran 

yang berjalan. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Magetan 

pada tanggal  28 April 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

                                                                                         TTD 

 SUPRAWOTO 
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LAMPIRAN :  KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR     : 188/153/Kept./403.013/2021 

 TANGGAL  :  28 April 2021 

 

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGKAJI USAHA KARAOKE 

 DI KABUPATEN MAGETAN  
 

NO 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 
JABATAN DALAM DINAS NAMA / KETERANGAN 

1 2 3 4 
    

I. Pembina 1. Bupati Magetan  

  2. Wakil Bupati Magetan   

II. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten 

Magetan 

 

III. Sekretaris Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu  

 

IV. Anggota a. Kepala Bidang Pelayanan pada 

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

b. Kepala Bidang Pengelolaan 

Pariwisata pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan  

 

  c. Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-

Undangan Daerah pada 

Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran  

d. 1 (satu) Orang Unsur Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil pada 

Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Pemadam Kebakaran  

 

 

 

 

 

Arif Budi Nurcahyo. S.E. 

  e. Camat wilayah tempat usaha  

  f. Kepala Desa / Kelurahan 

wilayah tempat usaha 

 

 

 

BUPATI MAGETAN, 

                                                                                       TTD 

SUPRAWOTO 

 


